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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui non-litigasi di
wilayah perairan teritorial dan yurisdiksi Republik Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis proses dan hasil penanganan
sengketa lingkungan hidup yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khususnya Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan
pendekatan studi kasus yang melibatkan dokumentasi dan wawancara terhadap pihak terkait di KLH. Fokus utama kajian adalah untuk
menilai keberhasilan mekanisme penyelesaian sengketa, hambatan yang dihadapi, serta kontribusi kebijakan hukum dalam melindungi
lingkungan hidup, terutama di wilayah perairan yang memiliki kompleksitas terkait hak dan kewajiban negara serta aktor lainnya. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
mekanime non-litigasi di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan di wilayah perairan teritorial dan
yurisdiksi Indonesia.

Kata Kunci: efektivitas hukum, KLH, perairan teritorial, sengketa lingkungan hidup, yurisdiksi.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the law in resolving environmental disputes through non-litigation mechanism in the
territorial waters and jurisdiction of the Republic of Indonesia. This study was conducted by analysing the process and results of handling
environmental disputes handled through non-litigation mechanism by the Ministry of Environment (KLH), especially the Directorate of
Environmental Dispute Resolution. This study uses a qualitative analysis method with a case study approach involving documentation and
interviews with related parties at KLH. The focus of the study is to assess the success of the dispute resolution mechanism through non-
litigation, the obstacles faced, and the contribution of legal policies in protecting the environment, especially in waters that have complexities
related to the rights and obligations of the state and other actors. The results of this study are expected to provide recommendations for
improving the environmental dispute resolution system through non-litigation mechanism in Indonesia, with the aim of increasing the
effectiveness of environmental protection in the territorial waters and jurisdiction of Indonesia.
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PENDAHULUAN

Wilayah perairan Indonesia memiliki peranan yang
sangat strategis, baik dari aspek ekologis, ekonomi,
maupun geopolitik. Sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia, laut Indonesia menyimpan keanekaragaman
hayati yang sangat tinggi serta menjadi jalur pelayaran
internasional yang padat dan bernilai strategis
(Wahyudin et al, 2022a). Keberadaan berbagai
ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan mangrove,
dan padang lamun menjadikan kawasan ini sebagai
salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Sebagaimana disampaikan oleh Wahyudin dan Mahipal
(2013), strategi pembangunan negara kepulauan
menuntut perhatian khusus terhadap integrasi wilayah
laut dan darat serta perlindungan terhadap sumber daya
alam yang terkandung di dalamnya. Penelitian Wahyudin
(2011) di Teluk Palabuhanratu juga menunjukkan bahwa
karakteristik sumber daya pesisir dan laut di Indonesia
sangat bervariasi, sehingga memerlukan pendekatan
pengelolaan yang berbasis pada kondisi lokal dan
ekologi setempat. Selain itu, studi oleh Yonvitner et al.
(2021) menggarisbawahi risiko ekologis yang signifikan
pada ekosistem pesisir, khususnya mangrove di
Kepulauan Anambas, yang menunjukkan sensitivitas
ekologi yang tinggi dan kerentanan terhadap gangguan
lingkungan. Secara menyeluruh, Husen et al. (2024) juga
memaparkan potensi dan kompleksitas pengelolaan
sumber daya kelautan Indonesia yang mencakup
berbagai aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kebijakan,
sehingga menegaskan pentingnya pendekatan holistik
dalam pengelolaan laut nasional.

Namun, dalam dua dekade terakhir, tekanan terhadap
lingkungan laut Indonesia meningkat secara signifikan.
Berbagai bentuk pencemaran, eksploitasi sumber daya
yang berlebihan, serta aktivitas ekonomi yang tidak
berkelanjutan, baik oleh pelaku domestik maupun asing,
telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan
menimbulkan konflik kepentingan yang kompleks
(Wahyudin et al.,, 2019a). Studi Wahyudin (2013)
mengenai status perikanan di WPP Rl 571
mengindikasikan tingginya tekanan eksploitasi terhadap
stok ikan di kawasan strategis seperti Laut Andaman dan
Selat Malaka, yang tidak hanya berdampak ekologis
tetapi juga berpotensi memicu konflik antar pengguna
sumber daya. Kerusakan ekosistem ini juga membawa
dampak ekonomi yang besar, sebagaimana ditunjukkan
oleh Adrianto et al. (2016) dalam valuasi ekonomi
kerusakan sumber daya pesisir dan laut di Kota Bontang.
Selain itu, potensi nilai kehilangan jasa ekosistem
terumbu karang juga menunjukkan kerugian ekonomi
yang signifikan akibat degradasi lingkungan, seperti yang
diuraikan oleh Wahyudin et al. (2022b) pada studi di
Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Hal ini mencerminkan
masih lemahnya orientasi kebijakan pembangunan yang
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mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan
hidup (Mahipal & Wahyudin, 2011; Mahipal, 2019). Selain
itu, pendekatan dalam kajian dampak lingkungan sering
kali belum secara optimal mempertimbangkan aspek
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir, yang
padahal sangat penting untuk menghasilkan analisis
yang komprehensif dan berkeadilan (Wahyudin, 2012;
Wahyudin et al., 2019b).

Dari sisi ekonomi, potensi bisnis kelautan yang dimiliki
Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat besar dan
dapat menjadi pendorong utama kesejahteraan rakyat
(Wahyudin, 2016). Oleh sebab itu, pengelolaan sumber
daya laut yang berkelanjutan dan penyelesaian sengketa
lingkungan yang efektif menjadi sangat krusial agar
potensi ekonomi ini dapat dimanfaatkan secara optimal
tanpa merusak lingkungan (Wahyudin et al., 2022b;
Mahipal, 2010).

Perairan teritorial dan yurisdiksi Indonesia, termasuk
zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen,
sering kali menjadi arena sengketa lingkungan hidup,
terutama yang berkaitan dengan pencemaran lintas
batas, perusakan habitat laut, dan pelanggaran terhadap
hukum kelautan internasional. = Dalam konteks ini,
penyelesaian sengketa lingkungan hidup memegang
peranan penting untuk memastikan perlindungan
lingkungan laut sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) yang
berada di bawah Kedeputian Penegakan Hukum
Lingkungan, memiliki mandat utama dalam menangani
berbagai konflik lingkungan, termasuk yang terjadi di
wilayah laut. Meski demikian, efektivitas mekanisme
penyelesaian yang tersedia masih menghadapi
tantangan besar, terutama terkait keterbatasan
yurisdiksi, tumpang tindih kewenangan antarlembaga,
dan kompleksitas pengaturan hukum laut internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama,
bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di wilayah perairan teritorial
dan yurisdiksi Indonesia? Kedua, apa saja hambatan
yang dihadapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dalam proses penyelesaian sengketa tersebut? Ketiga,
bagaimana kontribusi  kebijakan hukum  dalam
melindungi lingkungan hidup laut di Indonesia?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
wilayah perairan Indonesia, khususnya yang ditangani
oleh KLH; mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam
pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
wilayah laut; serta mengevaluasi kontribusi kebijakan
hukum dalam memberikan perlindungan lingkungan di
perairan teritorial dan yurisdiksi Indonesia.
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Sebagai kebaruan, penelitian ini menghadirkan analisis
yang komprehensif dan terintegrasi terkait mekanisme
penyelesaian sengketa lingkungan laut yang belum
banyak dikaji secara mendalam dalam konteks
kelembagaan dan hukum Indonesia. Kajian ini juga
memperkuat penggabungan perspektif  hukum
lingkungan dan hukum laut dengan pendekatan
kebijakan yang aplikatif. Selain itu, hasil penelitian
diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di
bidang hukum lingkungan dan hukum laut serta menjadi
referensi  penting dalam pengembangan  studi
penyelesaian sengketa lingkungan. Secara praktis, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan
kebijakan bagi pemerintah, khususnya KLH dan instansi
terkait, dalam menyusun strategi peningkatan efektivitas

penyelesaian  sengketa lingkungan laut demi
keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.
METHODOLOGI

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis studi kasus untuk menggali secara

mendalam dan holistik fenomena penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di wilayah perairan Indonesia
Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat menangkap
kompleksitas aspek hukum, kebijakan, dan kelembagaan
yang terlibat, khususnya yang ditangani oleh
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dengan
pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemahaman
kontekstual dan detail dari proses penyelesaian
sengketa yang terjadi, sehingga memberikan gambaran
yang lebih komprehensif dan bermakna.

Studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada
mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan laut di
wilayah perairan teritorial dan yurisdiksi Indonesia yang
berada di bawah kewenangan KLH. Fokus ini sejalan
dengan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas
sistem  penyelesaian sengketa tersebut serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi
selama proses berlangsung. Pendekatan ini mendukung
kajan yang mendalam dan sistematis terhadap
fenomena yang sedang diteliti, sesuai dengan pedoman
penulisan karya ilmiah yang menekankan pentingnya
eksplorasi menyeluruh terhadap objek penelitian (Yanti
et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori
efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto sebagai alat analisis utama. Kerangka teori ini
memungkinkan penilaian terhadap tiga aspek penting
dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu
substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya
hukum. Dengan demikian, penelitian tidak hanya

J. Segara Vol. 20 No. 1 Juni 2025: 15-26.

mengkaji secara deskriptif, tetapi juga memberikan
evaluasi kritis yang berorientasi pada peningkatan
efektivitas sistem penyelesaian sengketa di wilayah
perairan Indonesia.

Lokasi Dan Subjek Penelitian

Lokasi utama penelitian ini adalah Direktorat
Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup di
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang berpusat di
Jakarta. Direktorat ini merupakan lembaga kunci yang
memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup secara administratif dan non-litigasi,
khususnya di wilayah laut Indonesia. Fokus pada institusi
ini  memungkinkan penelitian untuk mendapatkan
pemahaman mendalam tentang mekanisme dan
prosedur penyelesaian sengketa yang dijalankan serta
tantangan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan
lingkungan laut.

Subjek penelitian meliputi beberapa kelompok yang
berperan langsung maupun tidak langsung dalam proses
penyelesaian sengketa lingkungan laut. Pertama,
pejabat dan staf Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup KLHK yang terlibat dalam
pelaksanaan tugas administratif dan fasilitasi
penyelesaian sengketa. Kedua, pihak-pihak yang pernah
berperan dalam sengketa lingkungan laut, seperti
perwakilan masyarakat pesisir, LSM lingkungan, dan
pelaku usaha yang memiliki kepentingan langsung dalam
masalah lingkungan tersebut. Ketiga, akademisi atau
pakar hukum lingkungan dan hukum laut yang
memberikan perspektif kritis dan analisis mendalam
terhadap proses penyelesaian sengketa, sehingga
memperkaya kajian penelitian dengan berbagai sudut
pandang.

Sumber Dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui beberapa metode, antara Ilain
wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para
pejabat di KLH, pelaku usaha, perwakilan masyarakat
pesisir, serta pakar hukum lingkungan dan hukum laut
yang memiliki keahlian terkait. Selain itu, penelitian ini
juga melibatkan observasi langsung terhadap proses

administrasi penyelesaian sengketa di Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLH.
Keunikan lain dari penelitian ini adalah partisipasi

langsung penulis dalam proses penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, yang memberikan perspektif empiris
dan akses langsung terhadap data mengenai tahapan
dan dinamika penyelesaian sengketa tersebut.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai

sumber dokumen resmi KLH, termasuk laporan serta
data kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup
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yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Penelitian
juga mengacu pada peraturan perundang-undangan
nasional yang relevan, seperti Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU
PPLH), Undang-Undang Kelautan, serta dokumen
internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Selain itu,

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi
beberapa metode yang saling melengkapi untuk
memperoleh data yang kaya dan komprehensif.
Pertama, studi dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan dokumen hukum, regulasi, laporan
kasus sengketa, serta data historis yang terkait dengan
proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
wilayah perairan Indonesia. Kedua, wawancara semi-
terstruktur digunakan untuk menggali secara mendalam
persepsi, pengalaman, dan pandangan dari para aktor
kunci yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, seperti
pejabat KLH, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan
pakar hukum lingkungan. Metode ini memungkinkan
peneliti mendapatkan data kualitatif yang kaya dan
fleksibel sesuai dengan dinamika wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara
deskriptif-kualitatif dengan beberapa tahapan sistematis.
Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring dan
memilih data yang relevan dengan fokus penelitian,
khususnya terkait efektivitas penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, hambatan hukum yang dihadapi, serta
peran kelembagaan dalam proses tersebut. Tahap
kedua melibatkan kategorisasi dan kodefikasi data, di
mana data yang telah direduksi dikelompokkan
berdasarkan tema utama yang sesuai dengan kerangka
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu aspek
substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya
hukum.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, di mana peneliti
membandingkan temuan empiris dari lapangan,
termasuk pengalaman partisipatif penulis, dengan teori
efektivitas hukum serta regulasi yang berlaku. Proses ini
juga melibatkan kajian literatur untuk menguatkan
analisis dan menemukan pola atau kesenjangan dalam
penyelesaian sengketa. Tahap akhir adalah penyusunan
narasi analitik, yaitu menyajikan hasil penelitian dalam
bentuk narasi ilmiah yang sistematis, argumentatif, dan
kontekstual, sehingga memberikan pemahaman yang
komprehensif dan mendalam mengenai dinamika
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di wilayah
perairan Indonesia.
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sumber literatur akademik berupa jurnal, buku, dan
laporan investigatif yang berhubungan dengan tema
penelitian turut digunakan untuk memperkuat analisis
dan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, kajian literatur juga menjadi bagian penting
dalam pengumpulan data, yang berfungsi memperkuat
landasan teori dan memungkinkan perbandingan praktik
penyelesaian sengketa lingkungan laut di Indonesia
dengan konteks internasional, apabila relevan. Uniknya,
penulis juga turut berpartisipasi langsung dalam proses
penyelesaian sengketa, yang menjadi sumber data
pengalaman empiris serta validasi lapangan yang
memperdalam  wawasan  penelitian. Pendekatan
pengumpulan data ini selaras dengan pedoman
pengumpulan dan analisis data yang sistematis
sebagaimana disarankan oleh Yanti et al. (2024),
sehingga memastikan data yang diperoleh valid,
kredibel, dan representatif untuk analisis lebih lanjut..

Validitas Dan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data,
penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber
dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh
dari wawancara, dokumen resmi, kajian literatur, serta
pengalaman partisipatif penulis dalam  proses
penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk memverifikasi konsistensi
informasi dari berbagai sudut pandang sehingga
mengurangi potensi bias dan meningkatkan keandalan
data yang digunakan dalam analisis.

Selain triangulasi, penelitian ini juga melakukan member
checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara
langsung kepada narasumber terkait. Proses ini
bertujuan untuk memastikan akurasi informasi yang
diperoleh serta meminimalkan kesalahan interpretasi
yang mungkin terjadi selama pengumpulan data.
Pendekatan validasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip
validitas dalam penelitian kualitatif yang diatur dalam
pedoman penulisan karya ilmiah (Yanti et al., 2024),
sehingga memperkuat kredibilitas dan keabsahan hasil
penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup Oleh
KLH

Penanganan sengketa lingkungan hidup oleh Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLH tersebar
luas di wilayah perairan Indonesia, mencakup perairan
Aceh, Nias, Padang, Selat Singapura, Bintan, Selat
Karimata, Bangka-Belitung, Selat Sunda, Laut Jawa,
Selat Makassar, Pandegang Selatan, Sukabumi, Garut
Selatan, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Sape, Kupang,
Pulau Rote, Laut Sawu, Labuhan Bajo, Teluk Tomini,
Kendari, Wakatobi, Konawe, Bunaken, hingga Raja
Ampat. Kasus yang ditangani beragam, mulai dari
tumpahan minyak bumi, minyak kelapa sawit, nikel,
aspal, batubara, hingga kapal kandas yang
menyebabkan pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup.

Penanganan sengketa lingkungan hidup oleh Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLH yang
mencakup wilayah perairan yang sangat luas di
Indonesia, mulai dari perairan Aceh hingga Raja Ampat,
beberapa diantaranya merupakan daerah-daerah
strategis seperti Selat Singapura, Selat Karimata, Laut
Jawa, Selat Makassar, Selat Bali, Selat Lombok, serta
berbagai pulau dan teluk di nusantara. Keberagaman
lokasi ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan
dalam pengelolaan serta penyelesaian sengketa yang
berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan
lingkungan di perairan Indonesia. Kasus-kasus yang
ditangani juga sangat beragam, meliputi tumpahan
minyak bumi, minyak kelapa sawit, nikel, aspal,
batubara, hingga insiden kapal kandas yang
menyebabkan pencemaran atau kerusakan ekosistem
laut.

Beberapa kasus besar yang menjadi perhatian nasional
menunjukkan beragam hasil penyelesaian sengketa
yang dihadapi Direktorat PSLH KLH. Misalnya,
tumpahan minyak Montara pada 2009 yang hingga kini
belum terselesaikan secara tuntas menunjukkan adanya
tantangan besar dalam proses penyelesaian litigasi dan
non-litigasi. Di sisi lain, tumpahan batubara di Aceh pada
2018 berhasil diselesaikan melalui mekanisme non-
litigasi, demikian pula kasus pencemaran akibat kapal
kandas di Selat Singapura yang terjadi pada 2019 dan
2022. Ini menandakan bahwa mekanisme non-litigasi
masih menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan
sengketa lingkungan di beberapa wilayah.

Kasus tumpahan aspal di Nias pada 2023 juga
memberikan gambaran bagaimana penyelesaian
sengketa berjalan dengan hasil yang belum sepenuhnya
memuaskan. Kerugian langsung masyarakat telah
ditangani melalui proses non-litigasi, namun kerugian
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negara masih dalam tahap penyelesaian. Hal ini
menandakan kompleksitas penanganan sengketa
lingkungan yang melibatkan banyak pihak dengan
kepentingan berbeda dan aspek hukum yang harus
diakomodasi secara adil dan transparan. Di sisi lain,
kasus pencemaran minyak akibat tabrakan kapal Al
Yarmouk di Bintan pada 2018 juga masih belum
menemukan penyelesaian yang definitif.

Kerusakan terumbu karang di Raja Ampat akibat kapal
kandas pada 2017, 2018, dan 2020 merupakan contoh
kasus yang berhasil diselesaikan secara non-litigasi.
Penyelesaian kasus-kasus seperti ini menunjukkan
peran penting Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup KLH dalam memfasilitasi dialog dan
penyelesaian damai antar pihak yang bersengketa.
Namun, tantangan koordinasi, tumpang tindih
kewenangan, serta keterbatasan sumber daya masih
menjadi hambatan signifikan dalam penanganan
sengketa lingkungan hidup di wilayah laut Indonesia.

Mekanisme Penyelesaian Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang banyak
diterapkan menggunakan mekanisme non-litigasi, yang
secara hukum diatur melalui Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7
Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Kedua peraturan ini memberikan landasan hukum formal
dalam proses mediasi, negosiasi, dan penyelesaian di
luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak terkait
seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
terdampak.

Instrumen  hukum ini sangat penting dalam
mengakomodasi penyelesaian sengketa secara cepat,
efektif, dan menghindari proses peradilan yang panjang
dan kompleks. Pendekatan ini juga mendukung
pemulihan lingkungan secara restoratif dan kompensasi
yang lebih tepat sasaran (Wahyudin, 2012; Azzahra,
2020). Praktik penyelesaian non-litigasi di beberapa
kasus seperti tumpahan batubara di Aceh dan kerusakan
terumbu karang di Raja Ampat membuktikan efektivitas
pendekatan ini dalam mengurangi konflik dan
memfasilitasi pemulihan lingkungan (Arkham et al., 2020;
Arkham et al., 2021).

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang banyak diterapkan di Indonesia menggunakan
pendekatan non-litigasi, yang secara hukum diatur
melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
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Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan tersebut
menjadi landasan hukum formal yang mengatur proses
mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, yang melibatkan berbagai pihak terkait
seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang
terdampak. Landasan hukum ini memastikan bahwa
proses penyelesaian non-litigasi berjalan secara
terstruktur dan memiliki legitimasi hukum yang kuat
(Mahipal & Wahyudin, 2019).

Pendekatan non-litigasi ini sangat penting karena
mampu mengakomodasi penyelesaian sengketa secara
cepat dan efektif, sekaligus menghindari proses
peradilan yang seringkali panjang dan kompleks.
Mekanisme ini juga mendukung pemulihan lingkungan
secara restoratif dan memberikan kompensasi yang lebih
tepat sasaran bagi pihak-pihak yang dirugikan. Dengan
cara ini, konflik lingkungan dapat diredam lebih awal
sehingga tidak berlarut-larut dan berdampak negatif bagi
kualitas lingkungan serta hubungan antar pihak
(Wahyudin, 2012; Azzahra, 2020).

Praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-
litigasi telah menunjukkan keberhasilan dalam beberapa
kasus penting di Indonesia. Contohnya adalah
penyelesaian kasus tumpahan batubara di Aceh yang
berhasil diselesaikan melalui mediasi dan negosiasi,
tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang rumit.
Demikian pula, kasus kerusakan terumbu karang di Raja
Ampat yang diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi
membuktikan efektivitas metode ini dalam mengurangi
konflik dan memfasilitasi proses pemulihan lingkungan
yang berkelanjutan (Mahipal & Wahyudin, 2019; Arkham
et al., 2020; Arkham et al., 2021).

Keberhasilan pendekatan non-litigasi tersebut
menegaskan pentingnya peran pemerintah, khususnya
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
KLHK, dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian
damai antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan
ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum,
tetapi juga membangun kepercayaan dan kerja sama
jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi menjadi salah
satu instrumen utama dalam manajemen konflik
lingkungan hidup di Indonesia (Mahipal & Wahyudin,
2019; Wahyudin & Mahipal, 2020; Wahyudin, 2020).

Evaluasi  Efektivitas
Lingkungan Hidup

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup
melalui pendekatan non-litigasi didasarkan pada
substansi hukum yang diatur dalam regulasi seperti UU
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU No. 32

Penyelesaian  Sengketa
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Tahun 2014 tentang Kelautan. Regulasi ini menyediakan
kerangka hukum normatif yang memadai untuk mengatur
proses penyelesaian sengketa. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan celah hukum, terutama
terkait kompleksitas sengketa lintas sektor dan batas
wilayah laut yang menyebabkan terjadinya legal gaps.
Kondisi ini diperparah oleh karakteristik wilayah
kepulauan Indonesia yang sangat kompleks dan kaya
akan sumber daya laut, sehingga menimbulkan
hambatan dalam implementasi aturan di lapangan
(Wahyudin & Mahipal, 2013; Sukananda, 2018; Siregar,
2018; Mahipal & Wahyudin, 2019).

Dari sisi struktur hukum, Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH) telah membentuk unit khusus yang menangani
penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Namun, unit ini
masih menghadapi keterbatasan kewenangan dan
sumber daya teknis yang memadai, sehingga koordinasi
dengan kementerian dan lembaga lain seperti
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan
Keamanan Laut (BAKAMLA) seringkali kurang efektif.
Keterbatasan tersebut menjadi penghambat signifikan
dalam penanganan kasus yang bersifat lintas wilayah
dan bahkan lintas negara. Oleh karena itu, penguatan
koordinasi kelembagaan dan integrasi data pemantauan
lingkungan laut menjadi kebutuhan mendesak guna
memperbaiki  efektivitas  penyelesaian  sengketa
(Azzahra, 2020; Isdiyanto, 2018; Wahyudin, 2011).

Selain aspek hukum dan kelembagaan, budaya hukum
dan kesadaran lingkungan menjadi faktor penting dalam
mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Budaya
hukum pelaku usaha masih cenderung menyelesaikan
sengketa melalui kompensasi finansial semata tanpa
diikuti komitmen untuk melakukan pemulihan lingkungan
jangka panjang. Sementara itu, masyarakat pesisir
sebagai pihak yang seringkali menjadi korban kerusakan
lingkungan menghadapi keterbatasan akses dan
pengetahuan hukum yang memadai untuk
memperjuangkan haknya. Kondisi ini menunjukkan
perlunya pendekatan vyang lebih berfokus pada
pemberdayaan komunitas dan edukasi hukum agar
partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya laut
dapat diperkuat (Arkham et al., 2021; Wahyudin, 2012).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan
edukasi hukum menjadi strategi penting untuk
membangun budaya hukum vyang lebih baik dan
kesadaran lingkungan  yang  tinggi. Dengan
meningkatkan pemahaman hukum dan hak-hak
lingkungan, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi
dalam proses penyelesaian sengketa dan pengelolaan
sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini juga
dapat mendorong pelaku usaha untuk bertanggung
jawab lebih jauh dalam menjaga kelestarian lingkungan,
bukan hanya sekadar memberikan kompensasi finansial.
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Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara
aspek hukum, kelembagaan, dan budaya hukum dalam
mewujudkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang efektif dan berkeadilan (Wahyudin, 2013).

Hambatan Utama Dalam Penyelesaian Sengketa
Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di wilayah perairan Indonesia, terdapat sejumlah
hambatan utama yang secara signifikan memengaruhi
efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan
lingkungan. Salah satu hambatan paling krusial adalah
keterbatasan yurisdiksi di wilayah laut lepas, khususnya
di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.
Wilayah ini merupakan kawasan yang rawan terjadi
pelanggaran lingkungan, namun masih lemah dari segi
pengawasan dan penindakan. Minimnya kerja sama
internasional serta kurangnya dukungan teknologi
pemantauan menyebabkan pelanggaran di wilayah
tersebut sulit dikontrol secara optimal, sehingga
memperlemah daya tawar hukum Indonesia di kawasan
laut strategis.

Hambatan lain yang sangat dominan adalah lemahnya
koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat

dalam penanganan sengketa lingkungan hidup.
Ketidaksinambungan kerja sama, tumpang tindih
kewenangan, dan ego sektoral seringkali menjadi

penyebab lambatnya respons terhadap kasus-kasus
lingkungan. Situasi ini tidak hanya menciptakan
kebingungan dalam pembagian peran, tetapi juga
memperlambat proses penyelesaian sengketa yang
seharusnya dapat ditangani secara cepat dan
terintegrasi. Ketika kementerian seperti KLH, KKP,
Kemenhut, Perhubungan, BAKAMLA dan Polairud tidak
memiliki jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas,
maka efektivitas sistem penegakan hukum menjadi
lemah dan tidak konsisten.

Selain itu, fokus penyelesaian sengketa yang terlalu
dititikberatkan pada kompensasi finansial juga menjadi
salah satu yang mendorong terjadinya masalah yang
berkepanjangan. Banyak penyelesaian sengketa
lingkungan laut yang hanya berujung pada pembayaran
ganti rugi tanpa diikuti dengan langkah pemulihan
ekosistem secara menyeluruh (Wahyudin & Mahipal,
2020). Padahal, aspek pemulihan jasa ekosistem laut
seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi
ekologis dan perlindungan jangka panjang terhadap
lingkungan hidup. Ketidakseimbangan ini mengancam
keberlanjutan sumber daya laut serta memperbesar
risiko kerusakan lingkungan yang lebih luas dan sulit
dipulihkan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan data ilmiah dan
teknologi pemantauan lingkungan laut. Dalam banyak

J. Segara Vol. 20 No. 1 Juni 2025: 15-26.

kasus, proses pembuktian kerusakan lingkungan dan
penegakan hukum terganjal oleh minimnya data yang
akurat serta kurangnya penggunaan teknologi canggih
seperti citra satelit dan sistem informasi geografis.
Akibatnya, identifikasi, pelacakan, dan dokumentasi
kerusakan lingkungan menjadi sangat sulit, yang
kemudian berdampak pada lemahnya posisi hukum
negara dalam menghadapi pelanggaran oleh pihak
industri maupun kapal asing. Ketiadaan data yang kuat
juga mempersulit perencanaan strategi pemulihan
lingkungan secara ilmiah.

Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut harus
menjadi perhatian utama dalam merumuskan kebijakan
dan strategi ke depan. Perlu adanya penguatan kerja
sama internasional di wilayah laut lepas, perbaikan
sistem koordinasi kelembagaan, penekanan pada
pemulihan ekosistem, serta penguatan infrastruktur data
dan teknologi pemantauan. Tanpa perbaikan dalam
aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa lingkungan

hidup di wilayah perairan Indonesia akan terus
menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan
keadilan ekologis dan keberlanjutan pengelolaan

lingkungan laut (Adrianto et al., 2016).

Peran Kebijakan Dalam Perlindungan Lingkungan
Laut

Kebijakan pembangunan berbasis sumber daya alam
dan lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama
dalam pembangunan negara kepulauan (Wahyudin &
Mabhipal, 2013; Mahipal & Wahyudin, 2011). Regulasi
nasional berusaha mengakomodasi perlindungan
ekosistem laut, seperti mangrove dan terumbu karang
yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi tinggi (Arkham
et al.,, 2023; Wahyudin et al., 2022b; Mahipal, 2018).
Namun, implementasi kebijakan tersebut belum optimal
karena kendala struktural dan budaya hukum yang
rendah.

Peran kebijakan dalam perlindungan lingkungan laut di
Indonesia sangat penting mengingat posisi negara
sebagai kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam
laut yang melimpah. Kebijakan pembangunan berbasis
sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menjadi
salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional,
terutama untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut
yang mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat
pesisir (Wahyudin & Mahipal, 2013; Mahipal &
Wahyudin, 2011). Pendekatan ini menekankan
pentingnya integrasi antara aspek ekologis dan ekonomi
dalam pengambilan keputusan pembangunan yang
berdampak pada wilayah laut.

Regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-
Undang Kelautan memberikan dasar hukum untuk
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perlindungan berbagai ekosistem penting, termasuk
hutan mangrove dan terumbu karang. Kedua ekosistem
ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan
ekologis laut, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang
tinggi bagi masyarakat sekitar, seperti untuk perikanan,
pariwisata, dan perlindungan pantai (Arkham et al., 2023;
Wahyudin et al., 2023; Wahyudin et al., 2022b; Wahyudin
et al., 2018a). Oleh karena itu, keberadaan kebijakan dan
regulasi yang mengatur pengelolaan serta perlindungan
sumber daya laut sangat krusial dalam menjaga
kelestarian lingkungan.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam praktiknya
masih menghadapi banyak kendala. Salah satu
hambatan  utama  adalah  masalah  struktural
kelembagaan, termasuk koordinasi antar instansi yang
belum optimal dan tumpang tindih kewenangan antara
pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan
kebijakan tidak berjalan secara terintegrasi, sehingga
potensi kebijakan untuk melindungi lingkungan laut tidak
sepenuhnya terealisasi di lapangan. Tantangan
struktural ini juga menyulitkan pengawasan terhadap
aktivitas yang merusak lingkungan, seperti illegal fishing,
reklamasi, dan pencemaran laut.

Selain kendala struktural, budaya hukum masyarakat
dan pelaku usaha juga masih tergolong rendah. Banyak
pelaku industri yang belum menjadikan aspek lingkungan
sebagai prioritas dalam operasional bisnisnya. Demikian
pula, masyarakat pesisir sering kali tidak memiliki akses
memadai terhadap informasi, mekanisme pengaduan,
dan perlindungan hukum atas kerusakan lingkungan di
sekitarnya. Rendahnya kesadaran  hukum ini
memperlemah implementasi kebijakan karena minimnya
partisipasi publik dalam pengawasan dan advokasi
lingkungan laut.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan

lingkungan laut, diperlukan strategi yang lebih
menyeluruh  dan  berkelanjutan. Langkah-langkah
tersebut termasuk penguatan kelembagaan dan

koordinasi  antarinstansi,  peningkatan  kapasitas
teknologi dan data pemantauan lingkungan, serta
pemberdayaan masyarakat pesisir melalui edukasi
hukum dan partisipasi aktif. Dengan demikian, kebijakan
tidak hanya menjadi dokumen normatif semata, tetapi
juga mampu mewujudkan perubahan nyata dalam
perlindungan ekosistem laut Indonesia.

Praktik Baik Dan Potensi Nilai Ekonomi Ekosistem
Laut

Praktik penyelesaian non-litigasi yang berhasil, seperti
penyelesaian kerusakan terumbu karang di Raja Ampat
dan Karimunjawa, menunjukkan pentingnya pendekatan
restoratif yang melibatkan masyarakat lokal (Arkham et
al.,, 2020; Arkham et al., 2021). Nilai ekonomi jasa
ekosistem ini sangat besar dan dapat menjadi dasar
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kebijakan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan
(Arkham et al., 2023; Wahyudin et al., 2022b; Wahyudin,
2020).

Praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara
non-litigasi yang diterapkan di beberapa wilayah perairan
Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan restoratif
memiliki efektivitas tinggi dalam pemulihan ekosistem
laut dan pesisir. Contohnya, rehabilitasi terumbu karang
dan mangrove di Raja Ampat dan Karimunjawa telah
menjadi model implementasi yang menekankan pada
pemulihan ekologis sekaligus pemberdayaan
masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, masyarakat
tidak hanya dilibatkan sebagai penerima dampak, tetapi
juga sebagai aktor penting dalam proses pemulihan,
sehingga menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan
dan kontekstual (Arkham et al., 2020; Arkham et al.,
2021).

Rehabilitasi terumbu karang dan mangrove membawa
manfaat ekologis yang signifikan, seperti peningkatan
keanekaragaman hayati laut, perlindungan pantai dari
abrasi, dan penyerapan karbon yang tinggi (de Groot et
al., 2002; de Groot et al., 2012; Costanza et al., 2014;
Wahyudin et al., 2016; Wahyudin et al., 2017; Wahyudin
et al., 2018b; Wahyudin, 2019; Arkham et al., 2023;
Wahyudin et al.,, 2023). Namun lebih dari itu, kedua
ekosistem ini juga memiliki nilai ekonomi yang sangat
besar. Ekosistem mangrove, misalnya, mendukung
sektor perikanan, menyediakan bahan baku alami, dan
berperan dalam industri ekowisata (Arkham et al., 2023).
Demikian pula, terumbu karang menjadi daya tarik utama
dalam sektor pariwisata bahari yang dapat meningkatkan
pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat lokal (Wahyudin, 2016; Wahyudin,
2020; Wahyudin et al., 2022b; Arkham et al., 2023).

Nilai ekonomi jasa ekosistem laut dan pesisir inilah yang
dapat menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan
pemulihan lingkungan hidup (de Groot et al.,, 2012;
Costanza et al., 2014; Wahyudin et al., 2016; Wahyudin
et al., 2018b; Arkham et al., 2023). Dengan menjadikan
aspek ekonomi sebagai argumen pendukung, pemulihan
ekosistem tidak lagi hanya dipandang dari sisi ekologis
semata, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang
dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan berbasis
jasa ekosistem akan lebih mudah diterima oleh berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan
pemerintah daerah, karena manfaatnya dapat diukur dan
dirasakan secara langsung (Wahyudin et al., 2022).

Pendekatan berbasis ekonomi ini juga membantu
mendorong integrasi antara program perlindungan
lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketika masyarakat lokal merasakan manfaat ekonomi
dari pelestarian lingkungan, masyarakat akan lebih
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terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga
kelestarian sumber daya alam (Wahyudin et al., 2019b).
Hal ini menciptakan sinergi antara keberlanjutan ekologi
dan keberlanjutan sosial ekonomi yang sangat penting
dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil di Indonesia (Wahyudin, 2019).

Dengan demikian, praktik-praktik pemulihan yang sukses
di Raja Ampat dan Bintan memberikan pelajaran penting
bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak harus
selalu berakhir di pengadilan. Pendekatan restoratif yang
mengedepankan pemulihan ekosistem dan
pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan yang
lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebijakan
ke depan perlu mengadopsi prinsip-prinsip ini agar
pengelolaan lingkungan laut dan pesisir Indonesia dapat
memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi yang
optimal (Wahyudin, 2024).

Rekomendasi Kebijakan Dan Penguatan Kapasitas

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di wilayah laut Indonesia, diperlukan
serangkaian kebijakan strategis yang menyentuh aspek
kelembagaan, regulasi, teknologi, dan partisipasi
masyarakat. Salah satu rekomendasi utama adalah
pembentukan gugus tugas lintas sektor yang secara
khusus menangani penyelesaian sengketa lingkungan
laut. Gugus tugas ini harus terdiri dari perwakilan
kementerian dan lembaga seperti KLH, KKP, BAKAMLA,
serta aparat penegak hukum, dan memiliki mandat kuat
untuk melakukan koordinasi dan integrasi dalam
menangani kasus-kasus lintas wilayah dan sektor.
Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab tantangan
lemahnya koordinasi antarinstansi yang selama ini
memperlambat penanganan sengketa lingkungan laut.

Rekomendasi kedua adalah harmonisasi regulasi yang
mengatur  lingkungan laut dan  penyelesaian
sengketanya. Tumpang tindih dan kekosongan hukum
telah menjadi sumber kebingungan dalam implementasi
kebijakan, terutama ketika sengketa terjadi di wilayah
perairan yang berada dalam wewenang lebih dari satu
institusi. Harmonisasi diperlukan tidak hanya untuk
menyatukan berbagai peraturan sektoral yang ada, tetapi
juga untuk menjamin kejelasan prosedural dan substansi
hukum dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur
litigasi maupun non-litigasi (Sukananda, 2018).

Dalam konteks pemulihan lingkungan, pendekatan
berbasis nilai ekonomi jasa ekosistem perlu
dikedepankan sebagai pijakan kebijakan (Wahyudin et
al., 2018). Ekosistem laut seperti mangrove, padang
lamun, dan terumbu karang tidak hanya memiliki nilai
ekologis, tetapi juga berkontribusi langsung pada
ekonomi lokal dan nasional (Wahyudin et al., 2025). Oleh
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karena itu, kebijakan pemulihan harus diarahkan tidak
semata pada kompensasi finansial, melainkan juga pada
pemulihan fungsi ekosistem tersebut agar mampu
kembali memberikan jasa lingkungan secara
berkelanjutan (Adrianto et al., 2016; Wahyudin, 2017;
Arkham et al., 2023).

Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi pemantauan
lingkungan laut menjadi langkah penting dalam
mendukung pengawasan dan penegakan hukum.
Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis
(GIS), citra satelit, dan sensor digital dapat membantu
memantau perubahan lingkungan secara real-time dan
memberikan bukti ilmiah yang kuat dalam proses
penyelesaian sengketa. Pemerintah perlu memastikan
bahwa petugas teknis, terutama dari KLH dan instansi
terkait, mendapatkan pelatihan dan dukungan yang
memadai agar pemanfaatan teknologi tersebut berjalan
efektif (Yonvitner et al., 2021; Hariyono et al., 2024).

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat pesisir dan
peningkatan literasi hukum menjadi fondasi penting
dalam membangun budaya hukum lingkungan.
Masyarakat lokal, sebagai pihak yang terdampak
langsung dan paling dekat dengan sumber daya alam,
perlu dibekali pemahaman tentang hak-haknya serta
mekanisme yang tersedia untuk memperjuangkannya
(Mahipal, 2018). Edukasi hukum dan pelibatan
masyarakat dalam proses mediasi dan restorasi akan
memperkuat model penyelesaian sengketa berbasis
keadilan ekologis dan restoratif (Wahyudin, 2012;
Arkham et al., 2021).

Rekomendasi kebijakan ini juga perlu diiringi dengan
reformasi struktural dalam kelembagaan penanganan
lingkungan. Diperlukan peningkatan anggaran, sumber
daya manusia, dan kewenangan operasional bagi unit-
unit yang menangani sengketa lingkungan, terutama di
daerah yang rentan terhadap konflik pemanfaatan laut.
Tanpa penguatan kelembagaan, bahkan kebijakan
terbaik pun sulit untuk diimplementasikan secara
konsisten dan berdaya guna.

Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut,

yang dimulai dari pembentukan gugus tugas,
harmonisasi regulasi, pemanfaatan nilai ekonomi
ekosistem, peningkatan teknologi dan kapasitas
manusia, hingga pemberdayaan masyarakat,

diharapkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan
laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, adil, dan
berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab
tantangan hukum dan kelembagaan, tetapi juga
mendukung visi pengelolaan sumber daya laut yang
berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di wilayah
perairan teritorial dan yurisdiksi Republik Indonesia,
dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama,
efektivitas  mekanisme  penyelesaian  sengketa,
khususnya mekanisme non-litigasi, masih terbatas.
Meskipun secara hukum Indonesia telah memiliki
kerangka regulasi yang relatif kuat, seperti yang diatur
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan
peraturan pendukung lainnya, pelaksanaan di lapangan
belum berjalan optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh
lemahnya koordinasi antar lembaga terkait serta
keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia
yang menangani sengketa di wilayah laut.

Kedua, terdapat kendala institusional dan yurisdiksi yang
menjadi hambatan utama dalam proses penyelesaian
sengketa. Tumpang tindih  kewenangan antar
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian
Kelautan dan Perikanan, serta lembaga lain
mengakibatkan proses penanganan sengketa menjadi
tidak efektif. Hal ini semakin kompleks mengingat banyak
sengketa yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
dan landas kontinen, yang memerlukan koordinasi lintas
sektor dan pendekatan internasional agar dapat
ditangani secara tepat.

Ketiga, rendahnya budaya hukum dan partisipasi publik
juga turut memperlemah efektivitas penyelesaian
sengketa lingkungan laut. Kesadaran masyarakat dan
pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan
lingkungan masih minim, sementara akses masyarakat
terhadap keadilan lingkungan juga terbatas. Kondisi ini
menyulitkan proses penyelesaian sengketa yang
berkeadilan dan berkelanjutan.

Keempat, meskipun kebijakan dan regulasi yang ada
sudah cukup memadai secara normatif, implementasinya
belum dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi
dengan baik. Terutama, ketiadaan instrumen hukum
yang secara spesifik mengatur pemulihan lingkungan

laut menjadi celah yang signifikan dalam upaya
penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan
komprehensif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa

rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan
efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan laut di
Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penguatan
kelembagaan dan koordinasi lintas sektor melalui
pembentukan gugus tugas terpadu yang mampu
mengintegrasikan penanganan sengketa secara efisien.
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Kedua, harmonisasi regulasi lingkungan dan kelautan
sangat diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih
kewenangan dan mengisi kekosongan hukum yang ada.
Ketiga, penguatan mekanisme pemulihan lingkungan
dan pemberian sanksi yang tegas harus dikembangkan
sebagai bagian dari upaya restorasi ekosistem laut.
Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dan pengembangan teknologi pemantauan lingkungan
menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum dan
pengawasan lingkungan.  Terakhir,  peningkatan
partisipasi publik dan akses keadilan lingkungan harus
didorong melalui edukasi hukum dan pemberdayaan
masyarakat pesisir agar mereka dapat berperan aktif
dalam penyelesaian sengketa dan pemulihan
lingkungan. Dengan implementasi rekomendasi
tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di wilayah laut Indonesia dapat berjalan lebih
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, mendukung
perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut yang
optimal demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian
ekosistem.
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